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ABSTRAK

Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan memutus sengkela
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang
dasar, Peran MK sangat diperlukan dalam kerangka mekanisme check and
balances dalam menjalankan kekuasaan negara. Dalam ketentuan teknis
penyelesaian oleh MK telah ditetapkan
dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Pengaturan tentang hukum acara
tersebut termuat dalam Bab V Undang-Undang tersebut yang disusun dalam 12
bagian. MK sendiri telah menyusun 15 Peraturan MK. Terkait dengan perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, MK mengeluarkan Peraturan MK
Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan
Konstitusional Lembaga Negara (PM¥.08/2006) pada tanggal 18 juli 2006.
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BAB v

PENUTUP

~ Kesimpulan

Sebagal lembaga 3
. g4 ncgara yang mempunyaij kcwenangan memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-

ang dasar, Peran ; .
undang MK sangat aiperlukan dalam kerangka mekanisme check

und balances dalam menjalankan kekuasaan negara.

~ Dalam ketentuan teknis penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara
oleh MK telah ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.
Pengaturan tentang hukum acara ‘ersebut termuat dalam Bab V Undang-
Undang tersebut yang disusun dalam 12 bagian. MK sendiri telah menyusun
15 Peraturan MK. Terkait dengan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara, MK mengeluarkan Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 tentang
Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga

Negara (PMK08/2006) pada tanggal 18 juli 2006.

. Saran

Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran
bahwa sebaiknya MK dalam menentukan kewenangan lembaga negara yang
diberikan oleh UUD 1945 ada tafsiran yang memberi perluasan untuk melihat
wewenang yang sesungguhnya melekat dan tersirat dalam kewenangan yang

dilllliSkun secara tegas tersebut, yang dapa{ dtpandang sebagai kewenangan
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